
BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR  77 TAHUN 2022

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 136 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor : S-96/MK.7 /2021 Tanggal 28 

Desember 2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk 

Program Hibah Air Minum Perdesaan dari sumber dana 

Penerimaan Dalam Negeri TA 2022, 

b. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14

Januari 2022 Nomor : 412.2/207 / 112.3/2022, Perihal : Pagu

Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada

Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa

Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022,

c. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 4

Pebruari 2022 Nomor : 0452.2/2264/101.1/2022, Perihal :

Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang

Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
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Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
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(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; 

22. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020; 

23. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020; 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Postur Dan Rincian 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 72 Tahun 2020; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2021 Nomor 11); 

31. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2021 Nomor 136). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 136 TAHUN 2022 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 136 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 136) sebagaimana 
telah diubah sebagai berikut: 

1. Jumlah anggaran yang dilakukan perubahan anggaran adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran 
pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

3. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala BPKPD 

Kabag. Hukum 

Sekretaris BPKPD 

Kabid. Anggaran Belanja 

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH, 

                 ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA 

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 12 April 2022 

BUPATI PASURUAN,

            ttd.

M. IRSYAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 77 
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